
     LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOM0R : 4                                                    TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR  4 TAHUN 2011

TENTANG

 PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR,
Menimbang : a. bahwa  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi 

informasi,  menara  telekomunikasi  merupakan 
salah  satu  infrastruktur  pendukung  dan  sarana 
publik  yang  berfungsi  khusus  di  dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi;

b. bahwa  pelaksanaan  pembangunan  dan 
penggunaan bersama menara telekomunikasi perlu 
dilakukan  pengawasan,  pengendalian  dan 
pemanfaatan  ruang  dengan  memperhatikan 
efisiensi,  keseimbangan,  keserasian,  keselarasan, 
keamanan, ketertiban dan kepastian hukum;

c. bahwa ...



c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
membentuk  Peraturan  Daerah  tentang 
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 
Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam 
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1950  Nomor  8) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor  4  Tahun  1968  tentang  Pembentukan 
Kabupaten  Purwakarta  dan  Kabupaten  Subang 
dengan  Mengubah  Undang-Undang  Nomor  14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang 
Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor 
104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang 
Jasa  Konstruksi  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor   54,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3833);

4. Undang-Undang ...
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4. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang 
Telekomunikasi  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1999  Nomor  154,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3881);

5. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang 
Bangunan  Gedung  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  134,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4247);

6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun 
2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali  diubah, terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang 
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang 
Penanaman  Modal  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4724);

9. Undang-Undang ...
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9. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang 
Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4725);

10. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang 
Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
5038);

11. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang 
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan 
Hidup (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2000 
tentang  Penyelenggaran  Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3980);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2000 
tentang  Penggunaan  Spektrum  Frekuensi  Radio 
dan  Orbit  Satelit  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  108,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3981);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 
tentang  Penatagunaan  Tanah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  45, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4385); 

15. Peraturan …
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15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 
tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara 
Pemerintah,  Pemerintah   Daerah  Provinsi,  dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4737);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008 
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang 
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pekerjaan  Umum,  Menteri  Komunikasi  dan 
Informatika  dan  Kepala  Badan  Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 
07/PRT/M/2009,  Nomor 
19/PER/M.KOMINFO/03/2009,  dan  Nomor 
3/P/2009  tentang  Pedoman  Pembangunan  dan 
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

19. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika 
Nomor  23/PER/M.KOMINFO/04/2009  tentang 
Pedoman  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintah  Sub 
Bidang Pos dan Telekomunikasi;

20. Peraturan …
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